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P U T U S A N
Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat  pertama  dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kediri, 03 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan

Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -----------,

Kabupaten  Pulang  Pisau,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat  tanggal  lahir  Banyuwangi,  21  April  1976,  agama  Islam,

pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -------,

Kabupaten  Pulang  Pisau,  selanjutnya  disebut  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  saksi-saksi  di  muka

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat gugatannya  tertanggal

04 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang

Pisau  di  bawah  Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Pps  tanggal 04  Juni  2020,  telah

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah

menikah di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau pada Kamis,

13 Agustus 1998 yang bertepatan dengan 22 Rabiul Sani 1419 H.  dengan

Akta Nikah Nomor: --------------- Tanggal 24 Agustus 1998;

2. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus

perawan  dan  Tergugat  berstatus  Jejaka  dan  hingga  saat  ini  antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat

kediaman  di rumah orang tua Penggugat di Maliku selama 1 (satu) tahun,

setelah itu Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di  -----------------,

Kabupaten Pulang Pisau, sampai berpisah; 

4. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri  dan memiliki 2 (dua)

orang anak yaitu;

a. Anak I, lahir di Gandang pada Tanggal 30 April 200, sekarang tinggal

dan diasuh oleh kakak kandung Penggugat

b. Anak  II, lahir  di  Pulang  Pisau  pada  tanggal  01  Februari  2017,

sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa  sejak tahun  2000  ketentraman  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya  perselisihan  dan

membuat Penggugat keluar rumah yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat  sering  berkata  kasar,  dan  sering  melakukan  kekerasan

kepada Penggugat seperti memukul

b. Keluarga  Tergugat  sering  ikut  campur  urusan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat

c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga

terjadi pertengkaran dan Tergugat sering mengucapkan kata perpisahan

sehingga membuat Penggugat sakit hati;

d. Pada  bulan  Agustus  tahun  2019  Tergugat  mengembalikan

Penggugat  kepada  keluarga  Penggugat  di  Kota  Palangka  Raya,

sehingga  menjadi  puncak  keretakan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut  rumah tangga antara  Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan  alternatif terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahannya;
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7. Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah  datang  menghadap  di  muka  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak

pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah,  padahal  kepadanya  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni

2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan

Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  sesuai  Ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung

Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara kontensius wajib dilakukan mediasi, akan

tetapi  oleh  karena pihak Tergugat  tidak pernah hadir  ke  persidangan,  maka

majelis  Hakim  menilai  bahwa  mediasi  dalam  perkara  ini  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan

dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat yang  pada  pokoknya

dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:
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- Bahwa, terhadap posita angka 1 (satu) ada perubahan, dimana yang

mengeluarkan  Kutipan  Akta  Nikah  adalah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Kapuas sesuai  dengan yang tertera

pada kutipan akta nikah; 

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke

persidangan,  maka  jawaban  atas  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  tidak  dapat

didengar;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat 

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  ---------------  tertanggal  24  Agustus

1998,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pandih

Batu Kabupaten Kapuas, bukti  surat tersebut telah diberi  meterai cukup,

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, Tempat tanggal lahir Pangkoh, 24 April 1983, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di -------------,

Kota Palangka Raya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi

adalah Kakak Ipar Penggugat;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  sebagai  suami

Penggugat yang bernama Didik Hari Subagyo;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah

itu Penggugat dan Tergugat tinggal di ---------------- Kabupaten Pulang

Pisau sampai berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang  saat  ini  anak  pertama

diasuh  oleh  kakak  kandung  Penggugat  dan  anak  kedua  diasuh

Penggugat sendiri;
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- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 10

(sepuluh)  tahun yang lalu  keadaan rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  Saksi  seringkali  melihat  dan  mendengar  sendiri

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat karena  Tergugat

sering  berkata  kasar,  sering  melakukan  kekerasan,  dan  keluarga

Tergugat terlalu ikut campur dengan penghasilan Tergugat;

- Bahwa  sampai  dengan  saat  ini  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  8

(delapan) bulan, dimana Tergugat telah mengembalikan Penggugat

kepada orangtuanya di Palangka Raya;

- Bahwa  Selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah

memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi baik lahir maupun

bathin;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  dan  saksi  dengan

memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat

membenarkannya;

2. Saksi  Ii,  Tempat  tanggal  lahir  Kediri,  17  Juli  1977,  agama  Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di ------------------------,

Kota Palangka Raya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi

adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari

Penggugat yang bernama Didik Hari Subagyo;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah
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itu  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  ------------------ Kabupaten

Pulang Pisau sampai berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang  saat  ini  anak  pertama

diasuh oleh Saksi dan anak kedua diasuh oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 10

(sepuluh)  tahun yang lalu  keadaan rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  Saksi  seringkali  melihat dan  mendengar  sendiri

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena

penggugat  sering  melakukan  kekerasan  seperti  memukul  dan

orangtua Tergugat terlalu sering ikut campur mengenai penghasilan

Tergugat,  dimana  penghasilan  tersebut  harus  diketahui  terlebih

dahulu  oleh  orangtua  Tergugat,  setelah  itu  orangtua  Tergugatlah

yang menyerahkan penghasilan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan,

dimana  Tergugat  telah  mengembalikan  Penggugat  ke  rumah

orangtuanya di Palangka Raya;

- Bahwa  Selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah

memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi baik lahir maupun

bathin;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  dan  saksi  dengan

memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat

membenarkannya;

Menimbang,  bahwa  setelah  diberi  kesempatan  oleh  majelis  hakim

Penggugat  menyatakan  tidak  mengajukan  alat  bukti  apapun  lagi  dan

menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  menyatakan
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tetap  pada  gugatannya  semula  ingin  bercerai  dengan  Tergugat dan  mohon

putusan;  

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah

dicatat  dalam berita acara persidangan,  dan untuk meringkas uraian Majelis

cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini ; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana

diuraikan dalam duduk perkaranya; 

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  terhadap  Penggugat  dan  Tergugat

untuk  menghadap di  persidangan,  telah  dilakukan sesuai  dengan ketentuan

Pasal  149  R.Bg  jo.  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan, Penggugat  datang  menghadap  ke  persidangan  sedangkan

Tergugat  ternyata  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  Majelis  Hakim telah

berusaha  maksimal  menasehati  Penggugat  agar  Penggugat  dapat  rukun

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  (vide

PERMA Nomor 1 Tahun 2016  Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  masalah  dari  gugatan

Penggugat adalah  menuntut  Tergugat  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra

terhadap Penggugat  karena  semenjak tahun 2000 kehidupan  rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan  karena  Tergugat  sering  berkata  kasar  dan  sering  melakukan

kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan keluarga Tergugat terlalu

ikut  campur  dengan  penghasilan  Tergugat,  hingga  puncaknya  pada  bulan
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Agustus  tahun  2019  Tergugat  mengembalikan  Penggugat  kepada  keluarga

Penggugat  di  Kota  Palangka  Raya.  Dengan  kejadian  tersebut,  kehidupan

rumah tangga antara  Penggugat dengan  Tergugat sebagai suami istri  sudah

tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  tentang  hubungan

hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti P

adalah Fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti

P memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285

R,Bg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan

alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum  Islam,  harus  dinyatakan  terbukti  Penggugat dan  Tergugat sebagai

suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang,  bahwa sesuai  relaas  tanggal  04  Juni  2020  dan  12  Juni

2020,  Tergugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap

persidangan,  akan  tetapi  tidak  hadir  dan  tidak  juga  menyuruh  orang  lain

sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak

berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak

akan  mempertahankan  hak  jawabnya  dalam  persidangan.  Oleh  karena  itu

Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil  gugatan Penggugat tidak dapat dibantah

kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak

melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149

ayat (1) R.Bg ;

Menimbang,  bahwa meskipun  Tergugat tidak  hadir  dalam persidangan,

akan  tetapi  karena  alasan  cerai  Penggugat adalah  karena  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran,  maka  untuk  memenuhi  kehendak  ketentuan

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti

agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ; 
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Menimbang, bahwa  Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya

dalam  persidangan,  yaitu  Kakak  Ipar  Penggugat dan  Kakak  Kandung

Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi

dalam rumah tangga antara  Penggugat dengan  Tergugat lebih diketahui oleh

keluarga  atau  orang  dekat,  maka  keterangan  keluarga  atau  orang  dekat

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke

persidangan,  ternyata  kedua  saksi  tersebut  kenal  dengan  Tergugat dan

mengetahui  tentang  kondisi  rumah  tangganya,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal

alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa keterangan kedua orang saksi  dalam persidangan,

menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun

dan tidak  harmonis  lagi  dalam rumah tangganya,  karena  antara  Penggugat

dengan  Tergugat terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  pengetahuan  saksi

tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan

dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai

sekarang tidak  pernah bersatu  kembali  dan kedua orang saksi  menyatakan

ketidaksanggupannya  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat dan  Tergugat

karena  kedua  saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  kondisi  rumah  tangga

Penggugat dengan  Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali

Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal

syarat-syarat  sebagai  saksi  sesuai  ketentuan  Pasal  172  R.Bg,  dan  telah

memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. Hal

mana  kedua  orang  saksi  tersebut  menyampaikan  keterangan  yang  saling

bersesuaian,  saling  melengkapi  dan  saling  mendukung.  Oleh  karena  itu

keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
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pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina

rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  demikian  juga  menurut  Mahkamah  Agung

sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

1990  yang  kemudian  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim  bahwa

apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

PP  No.  9  Tahun  1975,  maka  hal  itu  semata-mata  ditujukan  kepada

perkawinannya itu sendiri  tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal

terjadinya  perselisihan  yang  mengakibatkan  tidak  ada  harapan  akan  hidup

rukun  lagi,  karena  pernikahan  adalah  suatu  perjanjian  yang  suci  (mitsaqan

gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan

kesalahan  salah  satu  pihak,  sehingga  apabila  perkawinan  itu  telah  pecah

berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  yang  dijadikan  alasan  gugatan

Penggugat dalam  gugatannya,  Penggugat telah  berhasil  membuktikan

kebenarannya  melalui  alat  bukti  keterangan  dua  orang  saksi,  maka  Majelis

Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga

antara  Penggugat dengan  Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

dan telah sulit  untuk dirukunkan lagi.  Kondisi  rumah tangga  Penggugat dan

Tergugat tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  gugatan

Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  kondisi  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta’ala dalam Al-Qur’an Surat Al-

Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan

Tergugat tetap  terikat  dalam  ikatan  perkawinannya,  akan  menimbulkan

kemadaratan  yang  berkepanjangan  bagi  kedua  belah  pihak,  terutama  bagi
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Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan  Penggugat

dengan  Tergugat merupakan  langkah  preventif  untuk  mencegah  terjadinya

kemadaratan tersebut;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  pendapat

ulama dalam kitab  Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi  yang kemudian diambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَاذِاَاشْتدَّ عَدمَِ رُغْبةَِ الزّوْجَةِ لزَِوْجِهَاطلَقَّ عَليَهِْ

القَْاضِى طلَقَّةً
Artinya: Apabila ketidak sukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa,

maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  mengambil  alih  kaidah  fiqiyyah

sebagai landasan hukum berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المنافع

Artinya: “Menghindari hal-hal yang akan merusak harus didahulukan dari pada

menarik hal-hal yang bermanfaat”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka  gugatan Penggugat untuk bercerai  dengan  Tergugat dapat  dikabulkan

dengan verstek ; 

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan

Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi  Hukum

Islam,  jenis  talaknya  adalah  talak  satu  ba’in  shugra  dari  Tergugat terhadap

Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani

untuk membayar biaya perkara ; 

Mengingat dalil-dalil syar’i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I
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1.  Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); 

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  pada  hari  Kamis,  tanggal  18  Juni  2020

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh kami Mohd.

Anton Dwi Putra, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I dan Nida

Farhanah,  S.Sy.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  dibacakan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

para Hakim Anggota dan Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., MH.
  

Hakim Anggota Hakim Anggota

         
Mulyadi, Lc., MH.  Nida Farhanah, S.Sy

Panitera Pengganti

Hj. Norbaiti, S.H.I. 

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00
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4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                  6.000,00  

    Jumlah Rp. 866.000,00 

                                  (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


